
 
 

                            
 

 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
            NOMOR 8 TAHUN 2018.................................. 

 

TENTANG 
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 90 TAHUN 

2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN 
PERUBAHAN  RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang  : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah 
dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah 

sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang menerapkan  
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 

perlu disusun pedoman perencanaan dan penganggaran 
tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan 
Anggaran Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah 

dalam mekanisme penyusunan, pengesahan, pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

  b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan utamanya 
hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 
72B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, maka Peraturan 
Gubenur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan 
Perubahan  Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan 

Umum Daerah  Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah 
Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud perlu 
disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam  huruf  a dan huruf b serta sesuai Pasal 13 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 
tentang Pedoman, Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan 
Perubahan  Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan 

Umum Daerah  Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah 
Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

3. Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009  

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009  
Nomor  153,  Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 310); 

 

 

 

 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 
tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2012 Nomor 68); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 90 TAHUN 
2016 TENTANG PEDOMAN, PENYUSUNAN, PENGAJUAN, 
PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN 

ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH. 

Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 

2016 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan  

Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah  Rumah Sakit 

Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, judul pada bagian di ubah, sehingga 
keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

 
Bagian Kedua 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD 

Pasal 21 

(1) DPA disusun dan disahkan berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(2) DPA yang telah disahkan oleh PPKD merupakan dasar pelaksanaan 
anggaran BLUD RSD sesuai dengan plafon dan rincian anggaran baik 

yang sumber dananya berasal  dari APBD maupun yang sumber 
dananya berasal dari Pendapatan BLUD. 

 

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 22 

 

Berdasarkan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan DPA 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BLUD RSD merealisasikan 
penerimaan dan pengeluaran dari dan untuk kegiatan pelayanan yang 
diberikan. 

 

 

 

 



3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 23 

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD berpedoman pada 
rincian biaya dalam RBA definitif. 

 

4. ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 24 

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
yang sumber dananya berasal dari selain pendapatan BLUD berpedoman pada 

rincian belanja dalam DPA. 

 

Pasal II 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 30 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 
 
 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 31 Januari 2018  

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

                  ttd 

      GANJAR PRANOWO 

 
 
Diundangkan di Semarang  

pada tanggal 31 Januari 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH, 

                       ttd 

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO 

  

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 8 

 

 
 


